Jin. Kompieks Perkantoran Bumi Sasando Permai
TELP./ FAX :(0380) 8571147
Email : pengadilanrote@gmail.com Website : pn-rotendao.go.id

ROTENDAO-NTT

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(TERM OF REFERENCE)

USULAN KEGIATAN TAHUN 2019

Kementrian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Eselon | : (03) DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Unit Eselon [1/Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Program (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradiian
Umum.

Hasil Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen
untuk Mewujudkan Layanan Prima Peradilan.

Kegiatan (1049.005) Perkara Peradilan Umum yang diseiesaikan
ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu

indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat
Pertama Wilayah NTT

jenis Keluaran (Output) : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Satuan Ukur/]enis Keluaran :  Tahun

Voiume 100 Perkara

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a.
b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Keppres Nomor 72 Tahun 2004;



h. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

i. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

2. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas Il merupakan Pengadilan Negeri di
wilayah Hukum Kabupaten Rote Ndao. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman, Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II mengemban tugas pokok
penegakan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat pertama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rote
Ndao Kelas Il senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang
profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan
pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan
biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum, maka
pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan penyusunan beberapa
cetak biru (Blue Print) untuk mengawali program pembaruan Mahkamah Agung
dan Pengadilan Pada umumnya. Cetak biru tersebut merupakan pedoman/arahan
dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung
serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat.

Reformasi Birokrasi berupa penataan Organisasi, perbaikan tata Kkerja,
pengembangan sumber daya (Capacity Building), perbaikan sistem Remunerasi dan

manajemen dukungan Teknologi Informasi.

B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah para pencari keadilan pada

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Kegiatan Yang Dilaksanakan
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama di
Wilayah Hukum NTT dilakukan melalui anggaran DIPA dalam bentuk UP/GUP
dan LS
b. Tahapan Kegiatan



1

2

Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui beberapa
tahapan sebagai berikut :
. Tahapan penyusunan rencana dan program

— Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan
rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan
kebijaksanaan;

— Usulan rencana dan program dari seluruh satuan kerja pengadilan tingkat
pertama di kirimkan ke pengadilan tingkat banding sebagai koordinator
untuk selanjutnya diusulkan ke Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI.

— Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam rencana kerja dan anggaran
yang disusun mengacu pada surat edaran bersama Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapennas dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Indikatif. Kebijakan prioritas MA mengacu pada
kebijakan nasional dan kebijakan Kementrian/ lembaga;

— Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA dengan jumlah penetapan pagu
sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh
Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah
untuk memperoleh pagu tetap.

Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA merumuskan tindak lanjut realisasi

dan pelaksanaan rencana kegiatan/program melalui rapat awal tahun:

Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran

Merumuskan Kkebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan

dilaksanakan;

Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing Kkegiatan sesuai

kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan

seluruh staf;

. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah
suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan
(controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing,
actuating dan controlling (POAC)

Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2
(dua) minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke tingkat banding dan
eselon | antara lain :

1. Laporan Kegiatan per triwulan

2. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi

Anggaran (SAI)



D.

3. Laporan Barang Milik Negara (BMN)

— Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan
pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai
bahan msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

2. Uraian Kegiatan
Perkara Pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama selama 12 bulan
meliputi yaitu :
- Pendaftaran Berkas Perkara.
- Penetapan Hari Sidang.
- Pemeriksaan disidang Pengadilan.
- Minutasi/Upaya Hukum.
- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjang Penahanan.
- Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama.
- Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat
Pertama.
Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan (who)
Kegiatan Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah NTT ini

dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab:

a. Pejabat Pengadilan:

I

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Panitera
— Panitera Muda Pidana
b. Pihak Ketiga
— Kepolisian RI (Polres Rote Ndao) sebagai rekanan Pengadilan Negeri Rote Ndao
yang membantu menjaga keamanan persidangan dan pengawalan para terdakwa.
— Penasihat Hukum sebagai Pengacara Pos Bakum untuk masyarakat yang
membutuhkan Layanan Hukum.
— Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sebagai pelaksana

pemberitahuan/pemanggilan.

E. Tempat Pelaksanna Kegiatan (Where)
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dan wilayah
hukumnya.
F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Keluaran (When)
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
Kode Komponen Tahun 2018
051 Pendaftaran Jan Peb | Mar | Apr | juni |jJuli| Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Berkas Perkara




Belanja Bahan

Belanja Barang
untuk persediaan
barang konsumsi

o [

b B

052

Penetapan Hari
Sidang

Beban Perjalanan
dinas Dalam Kota

053

Pemeriksaan
disidang
Pengadilan

Belanja Bahan

NS

Baban Perjalanan
Dinas Dalam Kota

AN

054

Minutasi/Upaya
Hukum

Belanja Bahan

055

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan kepada
JPU dan
Terdakwa

Belanja
Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat

Baban Perjalanan
Dinas Dalam Kota

056

Pengiriman
Surat
Penahanan dan
Perpanjangan
Penahanan

Belanja
pengiriman surat
dinas pos pusat

Beban Perjalanan
Dinas dalam Kota

057

Penanganan
Perkara
Banding di
Pengadilan
Tingkat

Pertama

Belanja
pengiriman surat
dinas pos pusat

Beban Perjalanan
Dinas dalam Kota

058

Penanganan
Perkara Kasasi
dan Peninjauan
Kembali di
Pengadilan
Tingkat
Pertama

Belanja
pengiriman surat
dinas pos pusat

Beban Perjalanan
Dinas dalam Kota




G. Biaya yang di perlukan (How Much)
Biaya untuk Komponen Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di
Wilayah Nusa Tenggara Timur akan di bebankan kepada DIPA 2019 sejumlah Rp.53.
500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Rab masing-

masing Kegiatan Terlampir.

Ba'a, 01 Oktober 2018
géri Rote Ndao Kelas II Kuasa Pengguna Anggaran




SATUAN KERJA
PROGRAM

KEGIATAN
PEKERJAAN
KELUARAN (OUTPUT)
VOLUME

SATUAN UKUR
JUMLAH TOTAL

RENCANAN ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAQ KELAS Il
:005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

:1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur

: Pendaftaran Berkas Perkara

: Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara dan ATK (Alat Tulis Kantor)

1159 PKR
: Tahun
: Rp 13. 730.000,-

HARGA JUMLAH TOTAL
NO MAK PEKERJAAN VOLUME SATUAN
‘ SATUAN Rp Rp
051 Pendaftaran Berkas Perkara
i 521211 |Belanja Bahan
Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 59 PKR 30.000 1.770.000 1.770.000
2 521811 |Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
ATK 100 PKR 119.600 11.960.000 11.960.000
JUMLAH 13.730.000
PPn 10 % =
TOTAL =
DIBULATKAN a

TERBILANG : (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)




SATUAN KERJA
PROGRAM

KEGIATAN
PEKERJAAN
KELUARAN (OUTPUT)
VOLUME

SATUAN UKUR
JUMLAH TOTAL

RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS [I

:005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

: 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
: Penetapan Hari Sidang

: Pegiriman Penetapan Hari sidang

160 OK

10K

< Bp 4200000 -

HARGA JUMLAH TOTAL
PEKERJAAN VOLUME | SATU.
NO MAK ] AN SATUAN Rp Rp
052 Penetapan Hari sidang
1 521211 Belania Bahan

| Pengiriman Penetapan Hari sidang 60 OK 70.000 4.200.000 4.200.000
JUMLAH 4.200.000

PPn 10 % =

TOTAL E

DIBULATEAN E

TERBILANG : Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah

Ba'a, 01 Okinber 2018
Rote Ndao Kelas 11 Kuasa Pengguna Anggaran




RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS Il
PROGRAM :005.03,07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN : 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
PEKERJAAN : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
KELUARAN [OUTPUT) : Konsumsi Makan Terdakwa, Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian dan Perjalanan KIMWASN
VOLUME : 720 0K
SATUAN UKUR : Tahun
JUMLAH TOTAL : Rp 18450000, -
HARGA JUMLAH TOTAL
NO MAK PEKERJAAN VOLUME SATUAN SATVAN Rp Rp
053 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
1 521211 Belanja Balian
Konsumsi Makan Terdakwa 650 0K 25.000 16.250.000 16.250.000
Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian 60 OK 25.000 1.500.000 1.500.000
2 524113  |Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Perialanan KIMWASMAT 10 0K 70.000 700000 700000
JUMLAH 18.450.000
PPn 10 % &
TOTAL &
DIBULATKAN =

TERBILANG : (Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)




SATUAN KERJA

RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

PROGRAM :005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN :1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
PEKERJAAN : Minutasi/Upaya Hukum
KELUARAN (OUTPUT) : Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara
VOLUME :59 PKR
SATUAN UKUR : Tahun
JUMLAH TOTAL :Bp 1770000 -
NO MAK PEKERJAAN VOLUME | satuan | HARGA JMEAR AL
SATUAN Rp Rp
054 Minutasi/Upaya Hukum
1 521211 Belania Bahan
Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan 59 PKR 30.000 1.770.000 1.770.000
JUMLAH 1.770.000
PPn 10 % -
TOTAL
DIBULATKAN

TERBILANG : (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Ba'a, 01 Olgober 2018

Ndao Kelas 11




SATUAN KERJA

PROGRAM
KEGIATAN
PEKERJAAN

RENCANAN ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
: 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

: 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur

: Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada |PU dan Terdakwa

KELUARAN (OUTPUT) : Pengiriman Petikan/Salinan Putusan

VOLUME :104 OK
SATUAN UKUR : Tahun
JUMLAH TOTAL : Rp 5. 030.000,-
HARGA JUMLAH TOTAL
VOLUME UAN
NO MAK PEKERJAAN M SATUA SATUAN R Rp
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan
Terdakwa
1 521114 |Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Pengiriman Petikan/Salinan Putusan 45 OK 20.000 900.000 900.000
2 524113 |Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengiriman Petikan/Salinan Putusan 59 0K 70.000 4.130.000 4.130.000
JUMLAH 5.030.000
PPn 10 % =
TOTAL
DIBULATKAN

TERBILANG : (Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Ndao Kelas 11

Ba'a, 01 Okgober 2018




RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS 11
PROGRAM : 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN : 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
PEKERJAAN : Pengiriman Surat Penah dan Perpanj Penahanan
KELUARAN (OUTPUT) : Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
VOLUME : 50 0K
SATUAN UKUR : Tahun
JUMLAH TOTAL : Rp 7.700.000,-
HARGA JUMLAH TOTAL
NO MAK PEKERJAAN VOLUME SATUAN SATUAN Rp Rp
056 Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
1 521114 |Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Pengiriman Surat Penah; dan Perpanjangan Penahanan 50 0K 70.000 3.500.000 3.500.000
2 524113 |Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 60 0K 70.000 4.200.000 4.200.000
JjUMLAH 7.700.000
PPn 10 % _
TOTAL -
DIBULATKAN =

TERBILANG : {Tujuh juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

re Ndao Kelas I1




SATUAN KERJA
PROGRAM

KEGIATAN
PEKERJAAN
KELUARAN (OUTPUT)
VOLUME

SATUAN UKUR
JUMLAH TOTAL

RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS [1

: 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

: 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
: Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

: Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

:5PKR

: Tahun

- Rp 1900000 -

HARGA JUMLAH TOTAL
MAK PEKERJAAN VOLUME | SATUAN
i ) 0 SATUAN Rp Rp
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
1 521114 Belania Pengiriman Surat Dinac Poc Pucat
Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 5 PKR 100.000 500.000
2 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pemberitahuan Banding kepada Jaksa/Terdakwa 5 0K 70.000 350.000
Pemberitahuan Putusan Banding 5 0K 70.000 350.000
Penyerahan Memori Banding 5 0K 70000 350.000
Penyerahan Kontra Memori Banding 5 0K 70.000 350.000 1.900.000
JUMLAKH 1.560.000
PPn 10 %
TOTAL -
DIBULATKAN -

TERRILANG : (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Ba'a, 01 Ok‘t er 2018




SATUAN KERJA

RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

: PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS 11

PROGRAM : 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN : 1049.005.001 Perkara Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur
PEKERIAAN : Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kemball di Pengadilan Tingkat Pertama
KELUARAN [OUTPUT)  : Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK
VOLUME : 2 PKR
SATUAN UKUR : Tahun
JUMLAH TOTAL : Rp 720.000,-
NO MAK PEKERJAAN VOLUME | saTuan | MARGA JUMLAR | “TOTAL
SATUAN Rp Rp
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama
1 521114 |Belania Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK 2 PKR 80.000 160.000
524113 |Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pemberitahuan Kasasi dan PK kepada !aksa,'T erdakwa/Penasehat Hukum 2 0K 70.000 140.000
itah Putusan Kasasi dan PK 2 0K 70.000 140.000
n Memor Kasasi dan PK 2 O 70800 140.000
Penyerahan Kontra Memori Kasasi dan PK 2 OK 70.000 140.000 720.000
JUMLAH 720.000
PPn 10 % -
TOTAL =
DIBULATKAN -

TERBILANG : (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)




Jin. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai
TELP./ FAX :(0380) 8571147
Email : pengadilanrote@gmail.com Website : pn-rotendao.go.id

ROTENDAO-NTT

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(TERM OF REFERENCE)
USULAN KEGIATAN TAHUN 2019

Kementrian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Eselon | : (03) DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Unit Eselon 11/Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS 11

Program (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum

Hasil Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen
untuk Mewujudkan Layanan Prima Peradilan.

Kegiatan (1049) Peningkatan Manajemen Peradiian Umum

Indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum

jenis Keluaran (Output) : Layanan Pos Bantuan Hukum

Satuan Ukur/Jenis Keluaran : Jam Layanan

Volume 192 jam Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a.

b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.



2. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas Il merupakan Pengadilan Negeri di
wilayah Hukum Kabupaten Rote Ndao. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman, Pengadilan Negeri Rote Ndao mengemban tugas pokok penegakan
hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat pertama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rote
Ndao senatiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan prima
sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum, maka
pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan penyusunan beberapa
cetak biru (Blue Print) untuk mengawali program pembaruan Mahkamah Agung
dan Pengadilan Pada umumnya. Cetak biru tersebut merupakan pedoman/arahan
dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung
serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat.

Reformasi Birokrasi berupa penataan Organisasi, perbaikan tata Kkerja,
pengembangan sumber daya (Capacity Building), perbaikan sistem Remunerasi dan

manajemen dukungan Teknologi Informasi.

B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah para pencari keadilan pada

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Kegiatan Yang Dilaksanakan
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dilakukan melalui anggaran DIPA
dalam bentuk UP/GUP dan LS
b. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui beberapa
tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
— Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan
rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan

kebijaksanaan;



— Usulan rencana dan program dari seluruh satuan kerja pengadilan tingkat
pertama di kirimkan ke pengadilan tingkat banding sebagai koordinator
untuk selanjutnya diusulkan ke Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI.

— Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam rencana kerja dan anggaran
yang disusun mengacu pada surat edaran bersama Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapennas dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Indikatif. Kebijakan prioritas MA mengacu pada
kebijakan nasional dan kebijakan Kementrian/ lembaga;

— Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA dengan jumlah penetapan pagu
sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh
Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah
untuk memperoleh pagu tetap.

a. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

— Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA merumuskan tindak lanjut realisasi
dan pelaksanaan rencana kegiatan/program melalui rapat awal tahun:

— Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran

— Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan
dilaksanakan;

— Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai
kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan
seluruh staf;

b. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

— Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah
suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan
(controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan Planning, Organizing,
Actuating dan Controlling (POAC)

— Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2
(dua) minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

— Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke tingkat banding dan
eselon I antara lain :

1. Laporan Kegiatan per triwulan

2. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi
Anggaran (SAI)

3. Laporan Barang Milik Negara (BMN)

— Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan
pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai
bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

2. Uraian Kegiatan



Pos  Pelayanan Bantuan  Hukum  meliputi pembayaran  Honor

Pengacara/Advokad piket.

D. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan (who)
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ini di

laksanakan dan menjadi tanggung jawab :

a. Pejabat Pengadilan:
— Kuasa Pengguna Anggaran
— Pejabat Pembuat Komitmen

b. Pihak Ketiga
— Pengacara/Advokad Piket sebagai rekanan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II

yang membantu para pencari keadilan
E. Tempat Pelaksana Kegiatan (Where)
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.

F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Keluaran (When)

Tabel Rencana Realisasi Kegiatan

Kode Komponen Tahun 2018

Pos Bantuan jan Peb | Mar |Apr |Juni |jJuli |Ags |Sep | Okt | Nop | Des
051

Hukum

Belanja Jasa v v v v v v v v v v v
A

Konsultan l

G. Biaya yang di perlukan (How Much)
Biaya untuk Komponen Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pos
Bantuan Hukum akan di bebankan kepada DIPA 2019 sejumlah Rp. 19.200.000,-
(Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana RAB Terlampir.

Ba'a, 01 Oktober 2018
Kuasa Pepgguna Anggaran

CHARL FINMETA
NIP. 14701022 199403 1 002




RENCANAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN KER]A : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS I
PROGRAM : 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN : 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
PEKERJAAN : Layanan Pos Bantuan Hukum
KELUARAN (OUTPUT) : Pos Bantuan Hukum
VOLUME : 192 Jam Layanan
SATUAN UKUR : Jam Layanan
JUMLAH TOTAL : Bp 19200000,
NO MAK PEKERJAAN voLuMe | satuan | HMARGA | JUMLAH | TOTAL
SATUAN Rp Rp
051 Pos Bantuan Hukum
1 522131 Belanja Jasa Konsultan
Pengacara/Advokad Piket (1 ORG x 2 Jam x 8 HR x 12 BLN 192 0 100.000 19200.000 |  19.200.000
JUMLAH 19.200.000
PPn 10% -
TOTAL -
DIBULATKAN -

TERBILANG : (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Rupiah)

i te Ndao Kelas I1

Ba'a, 01 Oktober 2018




